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RINGKASAN 

Korupsi di Indonesia teltlh masuk dalam rtln .. h kejah<ltan Illar bias .. (extra ordinary 
rimes} sehingga untuk memberantasnya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula yaitu 
engan membentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dan diberikan kewenangan terhadap 
PK untuk melakukan metode penyadapan dalam melakukan investigasi kejahatan. 

Penyadapan (interception) mengandung 2 aspek yang saling bertentangan, 
arena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak privasi warga negaranya yang 
encakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Disisi 

ain digunakannya metode penyadapan ini saogat berguna untuk mengungkap perkembangan 
ad us kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius dan luar biasa (extraordinary and 

erious crimes). 
Hukum mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar di beberapa aturan 

erundang-undangan. Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi aturan dan tata carOl 
enyadapan, akuntabilitas dan mekanisme kontroJ penggunaan penyadapan oleh aparat 
enegak hukum serta serta mekanisme kompJain (comp/oint mechanism procedure) bagi 
eseorang yang merasa hak-hak privasinya te-rlanggar atas penyadapan menyebabkan metode 
nvestigasi kejahatan melalui cara ini dikawatirkan akan dipergunakan secara sewenang-wenang 
leh aparat hukum serta memicu terjadinya pelanggaran HAM warga negara. 

Karena itu penelitian ini dltujukan untuk merumuskan model kebijakan penyadapan 
ang berdimensi Hak Asasl Manusia dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di 
ndonesia. Penelitian yang dllakukan melalui identifikasi dan mengkaji aturan-Cl!uran hukum 
an konflik-konflik norma hukum di dalam kebijakan pengaturan penyadapan di Indonesia, 
erta juga mengindentifikasi dan mengkaji standar pelaksanaan kewenangan penyadapan yang 
ilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang terkait de-ngan penggunaan 
rosedur penyadapan. 

ata kund : Penyadapan; Hak Asasi Manusia; Korupsl. 
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SUMMARY 

Corruption in Indonesia has been categorized into the extra-ordinary crimes because of that it 
takes extraordinary ways to eliminate the progress of criminal conducts related to ceruption. 
One of extra-ordinary ways to prevent corruption that has been choosen by Indonesian 
government is giving authority to KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) to do wiretaping or 
intercepting in order to perform investigation. 

Wiretapping or in legal terms is called interception has two contradictory aspects. The 
use of wiretapping method to support investigation is very useful to find critical evidence which 
can be used to prove criminal conduct of suspect but on the other hand it is considered as a 
violation of the privacy rights of citizens which includes the privacy of their personal life, family 
life and correspondence. 

There are some regulations of interception that contains procedures for law 
enforcement officers to do interception but they are still spreading in some regulation and 
legislation. There is no harmonization and synchronization in rules and procedures; 
accountability and control mechanisms use of wiretapping by law enforcement officers, and 
complaints mechanisms for someone who felt their privacy rights violated on the wiretap 
investigation. 

This research aimed to formulate the model of policies on interception which have the 
human rights dimension in order to eliminate'" corruption in Indonesia. Research conduct 
through the identification and review some conflicts of law and legal norms on interception 
policy in Indonesia, as well as identify and assess the implementation of the standards authority 
interception conducted by each law enforcement agency procedures relating to the use of 
wiretapping. 
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ABSTRACT 

Wiretopping or in lego' terms is coiled interception has two contradictory aspects. The use of 
wiretapping method to support investigation is very use/uJ to find critical evidences which can 
he used to prove criminol conduct of suspect but on the other hand it;s considered as a 
violation 0/ the privacy rights of citizens which includes the privacy Of their personal life, family 
ii/e and correspondence. There ore some regulations on interception that contains procedures 
or low enforcement officers to do interception but they ore still spreading in some regulotion 

and legislation. There is no harmonization and synchronization in rules and procedures; 
accountability and control mechanisms use 0/ wiretapping by low enforcement officers; ond 
complaints mechanisms for someone who felt their privacy rights has been violated on the 
wiretap investigation. This research aimed to formulate the model of policies on interception 
which hove the human rights dimension in order to eliminate corruption in Indonesia. 

Keywords: Interceptioni Human Righti Corruption 

ABSTRAK 

Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang 
kontradiktif. 01 satu sisi, penggunaan metode penyadapan dalam proses penyidikan adalah sangat 
penting karena dapat dengan mudah mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk proses 
pembuktian. Akan tetapi dl sis! lain akan proses penyadapan yang dilakukan tanpa procedure 
pelaksanaan yang benar dapat berpotensi besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia terutama pada 
hak-hak privasi. Sebenarnya telah banyak pengaturan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal tata 
cara dan procedure melakukan penyadapan tetapi masih tersebar dalam beberapa produk perundang­
undangan, balk legeslasi ataupun regulasi. Semua peraturan tersebut dapat dikatakan masih bellum 
harmonis antara satu dengan lainnya sehingga sangat berpotensi terjadinya konflik antara norma-norma 
yang terkandung didalamnya. Akuntabilitas dan mekanlsme control bagi para penegak hukum dalam 
menggunakan kewenangan dan mekanlsme complain atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat 
adalah dua contoh perihal yang sangat signifikan berkaitan dengan penyadapan. Penelitian hokum ini 
bertujuan untuk meneari formulasi yang terbaik bagi standard pelaksanaan dan penggunaan metode 
penyadapan yang berdasarkan pada hak asasi manusla. 
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PRAKATA 

Denean meneucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penelitian dan laporan 
penelitian Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Munusia Oalam 
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan program penelitian Hibah 
Bersaing ini dapat terselesaikan. Penelitian mengenai proses dan prosedur penyadapan 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum korupsi ini merupakan penelitian yang 
terdiri dari dua tahap. Jahun pertama dari penelitian ini adalah merupakan proses 
penggalian semua infarmasi terkait dengan proses penyadapan yang dilakukan di 
Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan tahun kedua yakni mengenai proses 
penyusunan model kebijakan yang berdimensi HAM dalam ruang lingkup aktifitas 
penyadapam di Indonesia. Peneliti menyadari bahwa hukum secara hakikat adalah 
sesuatu yang terus bergerak dan berubah mengikuti perkembangan dan pertumbuhan 
peradaban, oleh karena itu kami sangat terbuka dengan segala kritik dalam konteks 
ilmiah keilmuan penelitlan ini. 

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan 
telah memberikan bantuan baik secara fisik dan mental kepada tim peneliti sehingga 
penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. 

$urabaya, 27 Oktober 2012 

Peneliti. 
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BAB. I PENDAHULUAN 

latar Belakang 

Kejahatan korupsl di Indonesia telah masuk daJam ranah kejahatan yang serius dan luar 

biasa (extra ordinary) mengingat dampaknya yang tidak hanya terbatas pada 

kehidupan ekonomi dan berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-

hak ekonomi masyarakat, tetapi juga telah melemahkan demokrasi dan supremasi 

hukum, serta menimbulkan tumbuh suburnya kejahatan teroganisir, money laundering 

dan terorisme. 

Dengan kategori extraordinary crime tersebut maka penegakan hukum (law 
• 

enforcement) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jugo:.menghendaki (ara-cara 

yang luar biasa pula, salah satunya yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) sebagal sebuah badan khusus (extra auxiliary body). Sebagal badan 

khusus yang menjalankan fungsi penegakan hukum, salah satu cara yang digunakan 

Tim penyidik KPK menggunakan pemanfaatan teknik forensik dengan melakukan 

j.\illllasangan alat~alat, sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penyadap pada 

lat komunikasi mink seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi. Dengan 

menggunakan metode penyadapan ini, KPK telah membuahkan hasll nyata yaitu 

erhasil diungkapkannya sejumlah skandal korupsi di tanah air. 

Namun penyadapan (interception) yang dilakukan oleh aparat hukum atau 

adan resmi negara sebagai salah satu metode dalam investigasi suatu kejahatan 
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(criminal investigations) tetap menjadi hal yang kontroversial karena dianggap sebagai 

bentuk pelanggaran terhadap hak·hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi 

atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Padahal disisi lain 

digunakannya metode penyadapan ini sangat berguna untuk mengungkap 

perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius dan luar biasa 

(extraordinary and serious crimes). 

Hukum mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar di beberapa aturan 

perundang-undangan, otoritas pemberi izin penyadapan juga beragam tergantung jenis 

kejahatannya. Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi aturan dan tata cara 

penyadapan, akuntabilitas dan mekanisme kontrol penggunaan penyadapan oJeh 

aparat penegak hukum serta serta mekanisme komplain (complaint mechanism 

procedure) bagi seseorang ya~ merasa hak~hak privasinya terlanggar atas penyadapan 

menyebabkan metode investigasi kejahatan melalui cara ini dikhawatirkan akan 

dipergunakan secara sewenang-wenang oleh aparat hukum serta memicu terjadinya 

elanggaran terhadap Hak Asasl Manusia warga negara. 

Untuk mendapatkan keseimbangan antara perlindungan hak atas privasi warga 

i1egara disatu sisi dan tertanggulanginya kejahatan yang bersifat extraordinary di sisi 

ain, serta mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam 

enggunaan metode penyadapan, maka penyadapan harus diatur secara khusus di 

alam suatu Undang·Undang. Hanya peraturan perundang-undangan sekelas undang­

ndang atau lebih tinggi saja yang dapat memberikan legitimasi kewenangan kepada 
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para penegak hukum atau dalam hal ini pemerintah untuk melakukan suatu tindakan 

yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia warga negara. 

Oari uraian latar .belakang tersebut maka diperlukan suatu kajian dan analisis 

yang dapat menghasilkan suatu model kebijakan mengenai penyadapan yang 

berdimensi hak asasi manusia dalam rangka. memaksimalkan proses penanggulangan 

tindak pidana korupsi di Indonesia. 
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BAB. II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian dan Ruang Llngkup Penyadapan Komunlkasi (Interception of 

Communications). 

Penyadapan. komunikasi bukanlah hal baru dalam dunia teJekomunikasi. Kegiatan ini 

sudah dikenal sejak masa perang dunia pertama,l Umumnya penyadapan digunakan 

untuk kepentingan politik suatu negara. Walaupun kadang dipakai juga untuk 

kepentingan perang antar negara dan bisnis para pengusaha. 

Penyadapan (interception) adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 

membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik yang dilakukan oleh 

untuk proses penegakan hukum.2 Menurut European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI), penyadapan (interception) adalah kegiatan penyadapan yang sah 

menurut hukum yang dllakukan oleh network operator / access provider / service 

provider (NWP/AP/SvP) agar informasi yang ada selalu slap sedia digunakan untuk 

kepentingan fasilitas kontrol pelaksanaan hukum. Definisi lainnya mengenai 

;'cnyadapan dari The Tech Dictionary and IT Encyclopedia H Lowful interception (LI) is 

I Negara Inggris misalnY3. pada awalnya mengenal kerentuan mengenai penyadapan komunikasi melalui 

Peraturan 1657 (The Ordinance of /657) dimana kantor pas umum seOOgai agen pemerinlah yang bcrtugas 

untuk meJakukan penglriman surnt-surnu surat menyurat dapal membuka dan membaca suratl isi sural 

menyurat yang dikirim oleh seliap warga masyarakat. Hal ini dilegalkan oJeh pemerinlah seltingga 

pemerinlalt dapat memala-matai warga negaranya. Dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah 

terjadinya kegialan-kegialan masyarakal yang dapat membahayakan keamanan dan kesejabternan negara 

Inggris dan persemakmuran Inggris (Jhe Commonwealth). 

2 Pasal 31 UU No. Tabun 2009 Tenlaog lnformasi dan Transaksi Elektronik 
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the legally sanctioned official access to private communications~ such as telephone caJls 

or e-mail messages. In generaJ~ LI is a secur;ty process in which a network operator or 

service provider gives law enforcement officials access to the communications of private 

individuals or organizations. H 

Berdasarkan pengertlan penyadapan tersebut diatas dapat dipahami bahwa 

penyadapan komunikasi merupakan satu proses kegiatan menginterupsi dan 

mengintervensi sebuah data, informasi yang tidak bersifat publik (komunikasi yang 

bersifat privatJ dengan berlandaskan pada aturan hukum yang dilakukan untuk 

semata-mata penegakan kepentingan hukum yang sah. Hal yang perlu digarasbawal1i 

dari proses penyadapan ini adalah kegiatan tersebut dilaksanakan berlandaskan hukum 

dan demi kepentingan penegakan hukum. 

Sebagal sebuah metode pengawasan atau pengamatan (surveillance), 

penyadapan komunikasi dapat dilakukan terhadap data, informasi serta dilakukan 

dengan beberapa macam cara diantaranya adalah penyadapan telepon3
, penyadapan 

dan pemantauan surat dan komunlkasi elektronik, sistem komputer dan perekaman 

video. 

2.2 Penyadapan dan Perlindungan atas Hak Privasl 

Hak untuk menyadapan tldak boleh dengan mudah digunakan dengan dasar 

merupakan kewenangan semata dari aparat hukum. Karena pad a intinya Penyadapan 

31stilah penyadapan lelekomunikasi melalui lelepon di Amerika Serikat lelepon dikenal dengan istHah 

wiretapping adapun di negara-negara kawasan un! eropa disebut dengan iSliiah lelephol1e lapping. 
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informasi adalah sebuah pelanggaran baik terhadap hukum dan perbuatan yang 

menyerang kebebasan privasi indlvidu. Kalaupun penyadapan menjadi legal maka dasar 

itu pun hanya diberikan dengan sangat terbatas kepada aparat penegak hukum untuk 

membantu mereka dalam penyelidikan pidana. DaJam hal lnl, undang-undang di 

Indonesia (UU telekomunikasi dan UU ITE) telah sepakat dan dengan tegas telah 

menyatakan bahwa penyadapan adalah sebagai tindak pidana. 

Agar penyadapan dapat dianggap sah dan memenuhi standar akuntabilitas 

maka dari itu harus diberikan batasan-batasan yang jelas, kejelasan aturan, stand art 

dan tata cara dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pihak pengontrol/pemberi izin 

dan mekanisme komplain bagi warga negara yang hak privasinya terlanggar. 

Hak atas privasl telah dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. Oi dalam Pasal 

28 G ayat (1) UUD 1945 memberikan jamir..an perlindungan atas diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi. 

Begitu pula didalam standart HAM internasional dalam Konvensi Hak Sipil Politik 

telah memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang 

secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, 

rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan 

dan nama baiknya. Dalam Pasal 8 ayat (2) European Convention of Human Rights, 

dinyatakan bahwa hak privasi dapat disimpangi oleh negara selama memenuhi 

kriteria,bahwa 
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"There sholl no be interference by a public authority with exercise of this right 

except such as is in accordance with the Jaw and is necessary in a democratic society 

in the interests of national security" public safety or the economic welf-being 0/ the 

country~ for the prevention 0/ disorder crime, for the protection of health moraJs~ or 

for the protection of the rights and freedom of others" 

Oleh karena itu hak ini harus dijamin agar tidak ada cam pur tangan dan serangan 

yang berasal dari pihak berwenang negara maupun orang-orang biasa secara tak 

berdasar. Negara juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk mengadopsi langkah­

langkah Jegislatif dan lainnya untuk memberikan dampak pada pelarangan terhadap 

campur tangan dan serangan tersebut serta perlindungan atas hak ini. Dalam 

paradigma inilah hukum penyadapan harus diletakkan. 

Karena penyadapan sebenarnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia 

maka sangat wajarlah dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi 

warga negara tersebut. maka negara haruslah menyimpangi dalam bentuk UU bukan 

daJam bentuk PP. Atmasasmita (2009) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan 

i;,tersepsi (penyadapan) yang lebih besar demi kepentingan bangsa dan negara, negara 

dapat membatasi hak asasi setiap orang. Hanya saja pembatasan tersebut harus 

dilandaskan pada suatu undang-undang. bukan oleh ketentuan perundang-undangan di 

bawah UU (PasaJ 28 J UUO 1945 dan Pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal PBB tentang 

Hak Asasi Manusia). Oi dalam undang-undang tentang Intersepsi wajib diatur mengenai 

hak dan kewajiban pengguna intersepsi untuk kepentingan penegakan hukum yang 
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dilandaskan pada prinsip keseimbangan antara melindungi kepentingan publik dan 

kepentingan perorangan. 

2.3 Tata Cara penyadapan 

Pada prinsipnya, seperti yang berlaku di negara-negara lain, tindakan penyadapan 

adalah dilarang, demikian pula halnya di Indonesia, kecuali untuk tujuan tertentu yang 

pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang-undang yang pada dasarnya terkait 

dengan upaya penegakkan hukum. PeJarangan tersebut pada dasarnya adalah untuk 

menjamin hak atas perlindungan atau keamanan diri pribadi atau hak atas privasi dari 

serangan terhadap hak atas privasi yang dilakukan seeara sewenang - wenang (illegal 

invasion 0/ privacy). 

Teknlk intersepsi oleh penegak hukum di berbagai negara maju terbukti telah 

mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencegahan dan pemberantasan 

kejahatan serius (Spencer, 2009). Atas dasar tujuan tersebut. pengaturan mengenai 

tata cara penyadapan tidak boleh bertentangan dengan tujuan tersebut. Akan tetapi 

peraturan tentang penyadapan juga wajib mempertimbangkan perlindungan atas hak 

asasi setiap orang sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 dan berbagai 

konvenan internasional. 

Eddyono {20l0} mengemukakan bahwa setidaknya dalam pengaturan tata cara 

penyadapan terdapat beberapa hal yang harus dlatur sebagimana juga terdapat 

didalam ketentuan pembatas penyadapan bagi aparatur negara di berbagai dunia juga 

telah demikian berkembangan. Penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan 
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prasyarat yang khusus misalnya:(l) adanya otoritas resmi yang jetas berdasarkan 

undang·undang yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan 

objektif) (2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan (3) 

pembatasan penanganan materi hasil penyadapan (4) pembatasan mengenai orang 

yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya. Hal yang 

terpenting lainnya adalah disediakannya mekanisme komplain bagi warga Negara yang 

merasa bahwa dirinya telah disadap secara ilegal yang dilakukan oleh otoritas resmi, 

yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang benar dan dengan menyalahgunaan 

kewenangan atau kekuasaan. 

Pembenahan atas beberapa kelemahan dalam pemberian kewenangan 

penyadapan oleh aparat negara seperti yang dipaparkan di atas perlu dilakukan. 

Pengaturan penyadapan harus dilakukan secara komprehensif dan dilandasi oleh 

semangat memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan hukum. 

Karena itu pengaturan penyadapan dalam regulasi seperti dalam peraturan internal 

lembaga, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah dan lain·lain di bawah Undang· 

Undang tak akan mampu menampung seluruh artikulasi ketentuan yang benar 

mengenai hukum penyadapan (Eddyono, 2010). Pengaturan penyadapan haruslah 

diletakkan dalam kerangka undang-undang. Karena hukum yang mengatur penyadapan 

bagi institusi negara harus lebih ditekankan pada kewajiban dan pembatasan 

kewenangan aparat Negara, bukan pembatasan hak privasi individu atau warga negara 

Indonesia. 
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BAB. III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN 

3.1 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji aturan-aturan hukum dan konflik-konflik 

norma hukum di dalam pengaturan penyadapan di Indonesia 

2. untuk mengindentifikasi dan mengkaji standar pelaksanaan kewenangan 

penyadapan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum 

3.2 Manfaat Penelitian 

Pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar dibeberapa 

aturan perundang-undangan . Kewenangan dalam penyadapan pun justru banyak 

berkembang dalam tataran hukum sektoral di masi!lg-masing institusi, tentunya 

didasari dengan kepentingannya dan paradigma masing-masing institusi penegak 

hukum, penyu$unan pengaturan tersebut juga bisa dipastikan tidak transparan dan 

kurang partisipasl publlk. 

Pengaturan penyadapan harus dilakukan secara komprehensif dan dilandasi 

d::h semangat memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan hukum. 

Karena itu pengaturan penyadapan dalam regulasi seperti dalam peraturan internal 

lembaga, Permen, Peraturan Pemerintah dan lain-lain di bawah UU tak akan mampu 

menampung seluruh kebutuhan ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan. 

Mengatur hal yang sensitif seperti halnya penyadapan haruslah diletakkan 

dalam kerangka undang-undang. Karena hukum yang mengatur penyadapan bagi 
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institusi negara harus lebih ditekankan pada kewajiban dan pembatasan kewenangan 

aparat Negara, bukan pembatasan hak privasi individu atau warga negara Indonesia. 

Untuk itu maka penelitian ini mempunyai keutamaan karena: 

1. Dengan penelitian ini, akan dapat ditemukan adanya standart yang baku dalam 

pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum .. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat mernberikan masukan 

terhadap pengambil kebijakan dalam merumuskan model kebijakan penyadapan 

yang berdimensi HAM dan memenuhi standar akuntabilitas bagi aparat penegak 

hukum dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum atas 

tindak pidana korupsi. 

3. Dengan adanya penelitian ini diharapakan akan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah secara nytiJa terhadap kajian-kajian yang berkaitan pencegahan dan 

penegakan hukum terhadap tindak pldana korupsi dan kejahatan yang bersifat 

extraordinary lainnya. 
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BAB. IV METODE PENELITIAN 

4.1 Desain PenelitJan 

KONDISI AWAL 
- Amran hukum dan 

kewenangan penyadapan 
terse bar dalam beberap3 
perundang-undangan dan 1-11 
diberbagai instansi 
penegak hukum 

- Standar pelaksanaan 
kcwenangan bcrsifat 
sektorall institusional 

- Perlu Adanya model 
kebijakan peyadapan 
khususnya datam 
penegakan hukum dan 
pemberantasan tindak 
pidana korupsi 

DIPERLUKAN 
ADANYA MODEL 

Kebijakan 
Penyadapan yang 
berdlmensl HAM 

KONDISI AKHIR 

,... -- -, 

.' .. . . .' . ,. .. 

TARGETTAHUN I 

Identifikasi dan mengkaji 
aturan hukum mengenai 
penyadapan 

Identifikasi dan mengkaji 
standart pelaksanaan 
kewenangan 
penyadapan 

1 
TARGET TAHUN II 

Membuat 
merumuskan 
Kebijakan 
penyadapan 
berdimensi HAM 

dan 
model 
dalam 

yang 

Adanya Model Kebijakan 
Penyadapan yang berdimensi ~ 
HAM dalam rangka I' 
memberantas tindak pidana 
korupsi 

RUMUSAN 
MODEL 

KEBIJAKAN 
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4.2. lokasi Penelitian 

Lekasi dari penelitian ini adalah Jakarta dan Surabaya 

Surabaya 

Jakarta 

: dengan sasaran Pengadilan Negeri dan Kepolisian (Polda Jatim). 

: dengan sasaran Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan 

Agung dan Mabes Polri. 

4.3.subjek Penelltian 

Subjek penelitian ini meliputi: instansi yang memiliki kewenangan menyidik 

tindak pidana korupsi dan memiliki kewenangan dalam memberikan ijin dalam 

pelaksanaan penyadapan. 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitJan ini menggunakan 

instrumen penelltian (research instrument) dengan melakukan pencarian bahan-bahan 

hukum mengenai korupsi yang terdapat daJam buku teks, artikel ilmiah, kamus, 

majaJah dengan jalan melakukan penelusuran katalog-katalog di beberapa 

perpustakaan univesitas melalui media internet. Setain itu, penelitian ini juga akan 

menggunakan artikel ilmiah yang mengupas tentang penyadapan dan tindak pidana 

korupsi sebagai bahan hukum untuk menganalisa hasit penelitian ini. Pencarian artikel 

i1miah ini dilakukan dengan memanfaatkan situs-situs resmi bidang hukum di internet, 

sebagai misal, West/aw, Lega/Troc, Legal Journo/s Index, Legal Journal on the Web, dan 

Index to Foreign Legal Periodicals (Hutchinson,200S). 
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Penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah situs-situs internasional yang 

terkenal mempunyai reputasi bagus yang memuat konvensi-konvensi internasional dan 

perjanjian internasional (international law research pathfinders) di internet. Oi samping 

itu, penelitian ini juga melakukan penelusuran situs-situs resmi dari departemen 

pemerintah dalam rangka pencarian peraturan perundang-undangan, dan ketentuan­

ketentuan yang mengatur mengenai penyadapan, kewenangan penyadapan, tata cara 

penyadapan dan kaintannya dengan tindak pidana korupsi 

Bahan hukum secara luas dapat dibedakan menjadi dua bahan hukum yaitu 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Champbell, 1996). Bahan hukum 

primer terdiri dari 'the authoritative records of the law made by the law-making 

authorities' yaitu bah an hukum yang merupakan dokumen resml yang dibuat oleh 

lembaga yang berwenang. Yang termasuk dalam bahan hukur.l primer adalah 

ketentuan perundang-undangan, perjanjian internasional, konvensi internasional, dan 

peraturan-peraturan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh publikasi 

yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen 

resmi. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks tentang hukum, 

encyclopedia, kamus, jurnal ilmiah, majalah, dan berbagai media publikasi lainnya, 

termasuk internet yang dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam menentukan 

sumber bahan primer yang relevan. 
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4.5 Wawancara mendalam 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan 

wawancara mendalam dengan sumber informasi. Teknis pengumpulan data ini dipakai 

karena teknik ini dapat secara komprehensif menggambarkan sesuatu permasalahan 

secara terperinci sekaligus jelas, karena dengan wawancara terdapat kesempatan 

untuk meminta klarifikasi atas jawaban yang kurang atau belum jelas. Untuk melakukan 

teknik wawancara mendalam ini, akan disiapkan daftar kumpulan urutan pertanyaan 

yang harus dijawab oleh sumber informasi. Dengan demikian seluruh sumber informasi 

akan diberikan pertanyaan yang sarna dengan porsi yang sarna pula. Dari teknik ini 

diharapkan akan didapatkan jawaban yang serupa tentang pelaksanaan kewenangan 

penyadapan dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

4.7. Focus Group Discussion 

Data yang terkumpul dari wawancara, kemudian dipilah-pilah menurut sub 

topik dari permasalahannya. Untuk mendapatkan pandangan, pemikiran, dan 

masukan-masukan maka data tersebut dipresentasikan di focus group discussion (FGD). 

Dalam forum ini yang diundang adalah berbagai pihak yang memiliki kewenangan 

penyadapan,penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi serta 

sejumlah lSM yang konsen terhadap masalah perlindungan HAM dan pemberantasan 

korupsi yang meliputi kepolisian. kejaksaan, pengadilan, KPK dan beberapa 

Departemen yang terkait lainnya serta para pakar di bidang hukum pidana dan hukum 

internasional. Oari FGO ini diharapkan akan diperoleh informasi, data, dan 
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permasalahan di lapangan dari berbagai kalangan yang terkait tersebut, sehingga akan 

menghasilkan data yang akurat tentang masalah penyadapan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi. 
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BAB. V HASIL DAN PEMBAHASAN 

_ Identiftkasi dan Analisls Mengenai Atura" Penyadapan Informasi dllndonesia 

5.1 Aturan Penyadapan Indonesia 

Aparat penegak hukum memiliki sejumlah kewenangan untuk menggunakan 

teknik-teknik tertentu dalam tiap tahap investigasi untuk mengungkapkan kasus-kasus 

pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu teknik yang digunakan adalah electronic 

surveillance. Electronic surveillance dengan melakukan penyadapan terhadap 

komunikasi indvidu (interception 0/ communications) yang bersifat pribadi (private), 

semakin meningkat dan berkembang penggunaannya, terutama untuk mengungkap 

kejahatan seperti misalnya drug trafficking. korupsi, terorisme. Teknik efectronic 

surveillance inj dilakukan dengan cara penyadapan telepon (telephone/wire tapping), 

(electronic eavesdropping), perekaman dengan kamera/ film tersembunyi (secret 

filming), mengakses surat elektronik (accessing e-mail). 

Oi Indonesia, penggunaan instrumen penyadapan sebagai sebuah kewenangan 

aparat hukum sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa 

I<olonial di Hindia belanda (Berdasarkan keputusan Raja 8elanda Tanggal 25 Juli 1893 

NO 36) dapat dianggap sebagai peraturan tertua di Indonesia yaitu mengenai 

penyadapan komunikasi yang terbatas digunakan pada lalu lintas surat di kantor pas 

seluruh Indonesia (mail interception).4 

4 Syahbana, FadiJa, Jefri, Analisis Perbandingan Hukum Pengaturon Tindakan Penyadapan (Wiretapping) 
Sebagai Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia 
dan Menurul Internal Security Act (ISA) Malaysia, Skripsi, 2010. 
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Dalam perkembangannya sa at ini, sejumlah undang-undang telah mengatur 

mengenai kewenangan khusus aparat hukum untuk melakukan penyadapan 

komunikasi individu yang bersifat pribadi. Oalam melakukan investigasi kasus-kasus 

pidana, penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan 

perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara under cover. 

Berdasarkan perundang·undangan yang ada saat ini, pengaturan secara formil 

dan materiil mengenai penyadapan komunikasi tersebar di dalam 13 peraturan 

perundang·undangan. Hal-hal yang diatur didalam peraturan perundang-undangan 

tersebut berbeda-beda ruang lingkupnya, diantaranya adalah mengatur mengenai; (1). 

mengenai kewenangan khusus bagi penyidik untuk melakukan penyadapan sebagai 

salah satu metode dalam investlgasi dalam mengungkap kasus-kasus pidana; (2). alasan 

mengenai penggunaan wewenang khusus tersebut; (3) masa /jangka waktu berlakunya 

teknik penyadapan dapat digunakan; (4) larangan dan batasan dalam melakukan 

penyadapan; (5) lembaga yang berwenang memberikan perintah khusus untuk dapat 

dilakukannya penyadapan; (6) lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan penyadapan; (7) jenis kejahatan yang dapat dilakukan penyadapan 

sebagai teknis investigasi; (8) tata cara penggunaan, penyimpanan dan penghancuran 

data dan informasi yang telah didapatkan dari hasil penyadapan; (9) jenis-jenis 

komunikasi yang dilindungij (10) sanksi bagi pejabat atau aparat penegak hukum yang 

melanggar ketentuan penyadapan informasi; dan (11) teknis penyadapan. 
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13 (tiga belas) peraturan perundang~undangan tersebut meliputi undang· 

un dang (UU), peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (PERMEN). Adapun 

ketiga belas peraturan perundang·undangan tersebut terdiri dari: (1) UU NO .. 1 Tahun 

1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bab XXVII Tentang Kejahatan 

Jabatan; (2) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; (3) UU No 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (4) UU No 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi; (5) Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NO.1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang·undang; (6) UU No. 30 

Tahun 2002 tentang KomiSi Pemberantasan Korupsi; 17) UU No 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat; (8) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pembe~ntasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (PTPPO); (9) UU No l1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

(10) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 111) PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim 

Gabungan Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi; (12) PP No. 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; (13) Permenkomlnfo No. 11 Tahun 2006 

ten tang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. 

Berikut ini merupakan pembahasan secara terperinci mengenai materi 

y"~nyadapan yang diatur dalam kedua belas peraturan perundang·undangan tersebut. 

(1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Bab XXVII Tentang 

Kejahatan Jabalan, Pasal 430 - 434; 
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lsi atau materi yang diatur daJam pasal 430~434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(selanjutnya KUHP) tidak secara eksplisit memuat dan mengatur istilah mengenai 

"penyadapan" namun jika dicermati pasal-pasal tersebut mengatur mengenai 

dilarangnya sejumlah tindakan yang berkaitan dengan moil dan telephone interception. 

Larangan tersebut ditujukan kepada setiap orang maupun pejabat atau 

pegawai yang bekerja pada Jembaga pengangkutan umum, pejabat telegrap atau 

telepon. Mereka dilarang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan, 

membiarkan orang lain melakukan atau membantu melakukan perbuatan-perbuatan 

penyadapan terhadap surat maupun telepon (maiVtelephone interception). 

Kategori-kategeri perbuatan yang dilarang berkaitan dengan mail atau 

telephone interce!2tion disajikan dalam Tabell dibawah ini: 

Tabell : Aturan van, berkaitan dengan penyadapan daJam KUHP 

Ancaman 
No Pasal Perbuatan yang dilarang 

Pidana 

1 430 larangan bagi pejabat jika melampaui kewenanganannya Maksimum 

/kekuasaannya melakukan 

CI. menyuruh memperlihatkan atau merampas surat, 

kartu pes, barang, paket yang telah diserahkan kepada 

Jembaga pengangkutan umum 

2 tahun 8 

bulan 
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2 431 

3 432 

b. menyuruh memperlihatkan atau merampas kabar 

kawat yang berada dalam tangan pejabat telegrap 

untuk kepentingan umum 

c. menyuruh pejabat telepon atau orang yang diberi 

tugas peker:jaan telepon untuk kepentingan umum 

untuk memberi keterangan atau membuka tentang 

suatu percakapan yang telah terjadi atau dilakukan 

melalui perantaraan lembaga telepon (komunikasi) 

tersebut 

Larangan bag1 pejabat suatu lembaga pengangkutan umum 2 tahun 

yang dengan sengaja dan melawan hukum, melakukan 

a. membuka suatu surat barang tertutup atau paket 

b. memeriksa isl surat barang tertutup atau paket 

c. memberitahukan isinya kepada orang lain 

larangan bagi seorang pejabat lembaga pengangkutan umum Maksimum 

dengan sengaja 5 tahun 

a. Memberikan kepada orang lain yang tidak berhak 

b. ~enghancurkan 
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4 433 

5 434 

c. Menghilangkan 

d. Memiliki sendiri 

e. Mengubah isi 

Suatu baraniL surat tertutup, paket. kartu pos yang 

dipercayakan kepadanya/lembaga pengangkutan umum 

tersebut 

larangan bagi pejabat telegrap atau telepon atau orang lain 2·5 tahun 

yang ditugasi mengaxvasi telepon atau teJegrap yang 

digunakan untuk kepentingan umum untuk melakukan 

dengan sengaja atau melawan hukum 

a. memberitahukan kepada orang lain 

b. membaca 

c. membuka 

d. menghancurkan 

e. menghilangkan 

f. memiliki sendiri 

g. mengubah isi suatu berita telegrap/telepon 

Setlap pejabat lembaga pengangkutan umum, pejabat Sesuai 

telegrap atau telepon dllarang dengan sengaja untuk dengan 
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membiarkan orang lain melakukan atau membantu pembedaan 

melakukan perbuatan·perbuatan seperti yang tercantum • 

dalam Pasa1431-433 

(2) UU No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika; 

pembedaan 

sanksi 

pidana yang 

tercantum 

dalam pasal 

431-433 

Oalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutllya UU Psikotropika) 

terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai penyadapan. Berdasarkan Pasal S5 UU 

Psikotropika terdapat 3 {tiga} hal yang dlatur berkaltan dengan penyadapan yaitu: (1) 

diakuinya penggunaan penyamaran (under cover) dan pengawasan/pengintaian 

(survaillence)sebagai teknik dalam investigasi; (2) jangka waktu dilakukannya 

penyadapan serta (3) lembaga/instansi yang berwenang memberikan perintah 

dilakukannya penyadapan dan menjalankan perintah penyadapan tersebut. 

Berdasarkan UU ini teknik investigasi dengan cara pengintaian/pengawasan 

(survaillence) meliputi penyadapan komunikasi elektronik yaitu menyadap 

pembicaraan melalui telepon dan alat elektronik lainnya dan penyadapan komunikasi 

23 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Model Kebijakan Penyadapan ... Amira Paripurna, S.H., lL.M



non elektronik yaitu membuka atau memerika setiap barang kiriman melalui pos atau 

alat-alat perhubungan lainnnya. 

Ditentukan pula dalam UU tersebut jangka waktu penyadapan serta lembaga 

yang berwenang untuk memberikan perintah khusus dilakukannya penyadapan. Jangka 

'Naktu yang diperbolehkan berdasarkan UU Psikotropika ini adalah selama 30 hari dan 

wewenang penyadapan diberikan kepada penyidik polisi dan hanya dapat dilakukan 

atas dasar perintah tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

pejabat yang ditunjuknya. Kewenangan penyadapan diberikan kepada penyidik Polisi 

negara. 

Secara lengkap aturan yang berkaitan dengan penyadapan dalam Pasal S5 

Undang-Undang Psikotropika menyatakan: 

" Se/ain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik 

polisi negara Republik Indonesia dapat : a. melakukan teknik 

penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian 

terselubung; b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman 

melaluj pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga 

mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut 

psikotropika yang sedang dalam penyidikan; c. menyadap 

pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi 
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elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau 

diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan 

tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung 

untuk paling lama 30 (tiga puluh) har;", 

Sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan izln 

dilakukannya, diatur dalam penjelasan Pasal 55 UU Psikotropika ini. Dalam 

penjelasan pasal disebutkan bahwa pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan 

yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan 

melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya 

dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya. 

(3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl (selanjutnya 

UU Pemberantasan Tipikor); 

UU Pemberantasan Tipikor diundangkan dengan semangat yang besar untuk mencegah 

dan memherantas tindak pidana korupsi yang yang teJah menimbulkan kerugian begitu 

besar bagi perekonomian hingga berimplikasi kepada terhambatnya pembangunan di 

Indonesia. 

Keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsl dianggap sudah tldak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diundangkanlah UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). UU in1 
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tidak hanya bermuatan hukum pidana secara materiil namun juga mengandung 

muatan hukum pidana formil. Sehingga, selain mengatur jenis~jenis perbuatan apa saja 

yang merupakan kategori tindak pidana korupsi serta jenis sanksinya, juga sekaligus 

mengatur proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang 

terkait dengan tindak pidana korupsi.5 

Berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagai teknik 

dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, tidak termuat dalam 

dalam satu pasalpun dalam UU Tipikor ini, namun kewenangan penyadapan justru 

muncul dalam pEmjelasan UU Pasal 26 bahwa penyidik diberi kewenangan untuk 

melakukan penyidikan dengan cara penyadapan (wiretapping). 

(4) UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasl (selanjutnya UU Telekomunikasl); 

Telekomunikasi memegang peranan penting dalam sistem sosial dan 

ekonoml masyarakat. Karena sifatnya yang sangat penting itulah dunia telekomunikasi 

berkembang dengan kecepatan yang luar biasa dan dalam waktu yang relatif singkat. 

Melalui UU No. 36 Tahun 1999 diaturlah sistem penyeJenggaraan telekomunikasi di 

Indonesia, untuk menghindari adanya ekspJorasi bidang~bidang telekomunikasi dengan 

tujuan untuk kepentingan pribadi, serta penyalahgunaan dalam penggunaan 

penyeJenggaraan jasa telekomunikasi. 

S Lihat Bab IV Pasal 25~ 40 UU Pemberantasan Tipikor. Lebih lanjut jika dilihat dalam ketemuan pasal 26 
maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan telap berdasar pada KUHAP 
sepanjang UU ini tidak menentukan lain. 
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Penyadapan dan telekomunikasi merupakan dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan, karena yang menjadi obyek dari dilakukannya penyadapan adalah suatu 

komunikasi da.n informasi yang dilakukan melalui alat-alat, sarana dan jaringan 

telekomunikasi. Sehingga dalam kaitannya dengan masalah penyadapan, UU 

Telekomunikasi juga telah memuat aturan mengenai penyadapan didalamnya. 

Terdapat 3 (tiga) pasal yang memuat aturan mengenai penvadapan dalam 

UU Telekomunikasi, vaitu Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43. Materi yang diatur dalam 

Pasal 40 adalah mengenai larangan dilakukannva kegiatan penyadapan atas informasi 

yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. larangan ini berlaku secara umum 

bagi setiap orang. 

Dalam Pasal 42 dlatur mengenai kewajiban bagi penyelengf'.ztra jasa 

telekomunikas16 untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang dikirim dan atau 

yang diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi. Namun dalam ayat selanjutnya dan 

Pasal 43 kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut dapat disimpangi, dalam arti 

penyelenggara jasa telekomunikasi diperbo)ehkan untuk membuka./ memberikan 

informasi dari hasil perekaman terhadap informasi yang dikirim dan atau diterima oleh 

pelanggan jasa telekomunikasi, sehingga apabila kewajiban menjaga kerahasiaan 

informasi tersebut disimpangi tidak merupakan pelanggaran terhadap Pasal 40? 

6 Yang dimakSlld dengan penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Pasal J UU Telekomunikasi 
adalah adalah perseorangan, koperasi. badan usaha miJik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 
swasta, instansi pemerinlah,. dan instansi pertahanan keamanan Negara. 
7 Lihal Pasal 43 UU Telekomunikasi 
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Perekaman dan pembukaan informasi tersebut dapat dilakukan untuk 

kepentingan proses peradilan serta atas dasar permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan 

atau Kepala Polri utuk tindak pidana tertentu, serta permintaan penyidik. untuk tindak 

pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 8Jika merujuk pada ketentuan UU yang 

lain, yang memuat mengenai ketentuan diperbolehkannya penyadapan, maka tindak 

pidana tertentu ini meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terrorisme, tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta tindak pidana perdagangan 

orang. 

(5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Selanjutnya 

disebut UU Anti Terrorlsme) jo Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pldana Terorisme 

UU Anti Terorlsme memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dengan teknik penyadapan 

::<~l1lbicaraaan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.9 Teknik ini dapat dilakukan 

dengan syarat penyidik telah memiliki bukti permulaan yang CUkUplO terhadap tindak 

pidana tersebut.ll 

8 Lihat Pasal42 Ayat (2) UU Telekomunikasi 
'1 Pasal 31 ayat I (b) UU Anti Tcrrorisme 
10 Bukti permulaan yang cukup 
II Pasal 31 ayat I UU Anti Terorisme 
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Diatur pula dalam UU ini jangka waktu untuk dapat dilakukannya penyadapan 

dan institusi yang berwenang memberikan perintah dan menerima taporan atau 

pertanggungjawaban atas tindakan .penyidik pada saat dilakukannya teknik 

penyadapan. 

Penyadapan dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimaJ 1 (satu) tahun dan 

hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri12
, sedangkan 

pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap peJaksanaan kewenangan penyadapan 

oleh penyidik diberikan kepada atasan penyidik tersebut. 13 

Surveillance ini tidak hanya terbatas pada penyadapan melalui telepon dan alat 

komunikasi lainnya melainkan juga meliputi mail interception (penyadapan surat) yaitu 

diberi kewenangan untuk dengan membuka, memeriksa, dan menyita surat dan 

kiriman mel~ui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan 

perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa. 14 

(6) UU No. 30 Yahun 2002 Tentang Komisr Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl 

(selanJutnva dlsebut UU KPK) 

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK)lS merupakan lembaga 

superbody yang dapat melaksanakan tugas diluar kelaziman aparat penegak hukum 

Jainnya, pembentukannya ditujukan guna meningkatkan profesionalitas, efektivitas dan 

efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi. 

12 Pasal31 ayat 2 UU Anli Terorisme 
\3 Pasal31 ayat 3 UU Anti Terorisme 
14 Pnsal31 ayal I (a) UU Anti Terorismc 
I~ Penyebulan Komisi Pemberanlasan Korupsi didasarkan pada Pasal 2 UU KPK yang menyatakan bahwa 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjulnya disebut dengan Komisi Pemberanlasan 
Korupsl 
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Pasal 6 UU KPK menjabarkan mengenai tugas yang diemban oleh KPK. 

Berhubungan dengan tugas.tugas yang dimiliki KPK memiliki sejumlah kewenangan 

sebagaimana ditentukan dalam PasaI7-14. 

Dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai penyadapan, dalam UU KPK ini 

ketentuan mengenai penyadapan ini hanya diatur daJam 1 (satu) pasal saja. Hal ini 

dapat dilihat dalam hubungannya dengan salah satu tugas yang dilimiliki KPK 

berdasarkan Pasal 6 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi. Karena itu untuk menjalankan tugasnya tersebut 

penyidik KPK diberikan kewenangan untuk meJakukan penyadapan atau perekaman 

pembicaraan.16 

(7) UU No 18 Tahun Z003 lenlang Advokal (selanjulnya UU Advokal); 

Oaram kaitannya dengan aturan mengenai penyadapan, dalam UU Advokat 

hanya sebatas mengatur adanya imunitas bagl Advokat yang menjalankan profesinya 

dari tindakan penyadapan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal19 Ayat 2. 

Berdasarkan Pasal19 Ayat 2, batasan-batasan imunitas tersebut memang tidak 

diatur secara jelas karena pada dasarnya hanya mengatur adanya perlindungan kepada 

advokat dari tindakan penyitaan atau pemeriksaan terhadap berkas dan dokumen serta 

16 Lihat Pasal 12 (a) UU KPK 
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perlindungan dari penvadapan sarana komunikasi elektronik. Perlindungan ini 

didasarkan pada hak advokat atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya.11 

(8) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(selanjutnya UU PTPPO); 

UU PTPPO mengatur mengenai penyadapan melalui Pasal 31 ayat (1) dan (2). 

Electronic surveillance berupa penyadapan telepon atau alat komunikasi lain 

diperbolehkan untuk digunakan sebagai teknik dalam penyidikan terhadap kasus-kasus 

tindak pidana perdagangan orang. Namun teknik ini diperbolehkan untuk digunakan 

oleh penyidik18 dengan syarat telah ada bukti permulaan yang cukup. 

Dalam Pasal 31 ini juga diatur pihak yang memiliki kewenangan untuk 

memberikan Izln dilakukannya penyadapan serta jangka waktu dilakukannya 

penyadapan. Pihak yang berwenang memberlkan izin dan harus diberikan secara 

tertulis dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan dengan jangka waktu yang 

diperbolehkan untuk dilakukannya penyadapan maksimal selama 1 (satu) tahun. 

('J) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksj Elektronik (selanjutnya 

dlsebut UU ITE) 

Penyadapan dalam UU ITE diatur dalam Pasal 31 ayat 1,2,3. Pasal 31 inj pada 

dasarnya memuat 2 (dua) ketentuan, yang pertama ketentuan mengenai penyadapan 

17 Pasal 71 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 leOlang Kitab Undang-lIndang Hukum Acara Pidana 
(selanjutnya disebut KUHAP) juga mengakui bahwa hubungan antara advokal dan kJiennya adalah 
rahasia . 
• ' Penyidik dalam hal ini melipuli penyidik Kepolisian RI ..... . 
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sebuah sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau illegal sehingga mendapatkan 

sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, dan yang kedua adalah penyadapan 

sebagai perbuatan yang sah atau legal. 

Penyadapan sebagai suatu perbuatan yang legal dibatasi pada penyadapan yang 

dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, yang dilakukan atas dasar permintaan 

dari kepolisian, kejaksaan dan/atau aparat penegak hukum lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan undang-undang. 

Tabel2 : Aturan yang berkaitan dengan Penyadapan dalam UU ITE 
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Komputermengakses Komputer 800.000.000,00 (deJapan 

Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang ratus juta rupiah). 

lain 

3 31 ayat 3 Tindak Pidana Intersepsi Yang Dilakukan Mengacu pad a UU yang 

Dalam Rangka Penegakan Hukum atas memberikan kewenangan 

Permintaan Kepolisian, Kejaksaan penyadapan pada 

Dan!Atau Institusi Penegakan Hukum penegak hukum 

lainnya 

Pasal 31 ayat (4) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraa 

intersepsi diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun dengan dengan adanya 

Putusan MK No. 5!PUU-VII! 2010 ayat ke-4 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat 

karena Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 31 ayat (4) UU IrE telah 

bertentangan dengan UUD 1945. 
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(10) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnva disebut UU Narkotika) 

UU Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik19 untuk melakukan 

metode surveiflance dan under covelo dalam menjalankan serangkaian kegiatan 

penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika. 

Metode surveillance yang dipakai adalah melalui electronic surveillance yaitu 

menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang 

dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik Jainnya. 21 

Dalam UU Narkotika ini penyadapan dapat dilakukan dengan syarat penyidik 

telah memperoleh bukti permulaan yang CUkUp22, sedangkan jangka waktu 

penyadapan ditentukan selama 3 bulan sejak penyidik menerima surat diperolehnya 

izin untuk melakukan penyadapan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali dengan 

jangka waktu 3 (bulan).23 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minimal jangka 

waktu penyadapan selama 3 (tiga) tiga dan maksimal 6 (enam) bulan. 

Adapun yang pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan izin dilakukannya 

penyadapan adalah Ketua Pengadilan yang diberikan secara tertulis.24 Namun dalam 

pasal yang lain, aturan mengenai kewajiban adanya izin tertulis terlebih dahulu dari 

19 Yang dimaksud penyidik dalarn UU Narkolika melipuli penyidik dari Kepolisian RI. penyidik BNN 
(Badan Narkotika Nasional) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). namun yang diberikan 
kewenangan unluk melakukan penyidikan dengan melcde eleclronic surveillance adalah Penyidik dari 
KepoJisian RI dan Penyidik dari BNN. Kewenangan ini berlandaskan pada Pasal 75 dan .. UU Narkolika 
21l Lihat Pasal 79 UU Narkotika 
21 Lihat Pasall bulir 19 UU Narkotika 
22 Berdasarkan Pasal KUHAP bukti permulaan yang cukup ........ . 
n Lihal Pasal 71 ayat (I) dan (3) UU Narkotika 
24 Lihat Pasal 71 ayal (2) UU Narkotika 
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Ketua Pengadilan dapat disimpangi jika dalam kondisi yang mendesak.2S Selanjutnya 

dalam waktu Ix 24 jam, penyadapan yang dilakukan tanpa izin tertulis dari Ketua 

Pengadilan tersebut wajib dilaporkan untuk meminta Izin secara tertulis kepada Ketua 

pengadilan.26 

Aturan penyadapan yang lain selain terdapat dalam Undang-undang juga diatur 

dalam 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 (satu) Peraturan Menteri (Permen) 

yang juga mengatur tentang Penyadapan/lntersepsi yaitu : 

(1) Peratura'; Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl (selanjutnya Tim 

Gabungan) merupakan tim yang melakukan koordinasl penuntutan dan penyidikan 

terhadap tindak pidana korupsl yang sulit dalam pembuktiannya.27Tujuan dibentuknya 

tim ini adalah terbangunnya sebuah keterpaduan dan akuntabilitas antar penegak 

hukum, instansi yang terkait serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana 

korupsi. 

2S Lihat Pasal78 ayat (I) UU Narkotika 
16 Lihat Pasal79 ayat (2) UU Narkotika 

27 Berdasarkan PasaJ 1 Ayat J (b) PP No. 19 Tahun 2000 lenlang Tim Gabungan Pemberanlasan Tindak 
Pidana KOlllpsi yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang Sillit pembllktiannya adalah melipllti 
tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan induslri, komoditi 
berjangka. Tennasuk juga tindak pidana korupsi di bidang moneter dan keuangan yang bersifat limas 
selaoral, diJakukan dengan menggunakan teknologi canggih, diJakukan oleh tersangka atall terdakwa yang 
berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan daJam Undang- undang Nomor 28 Tahlln 
1999 lenlang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
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Terkait dengan tugasnya untuk dalam melakukan penuntutan dan penyidikan, 

Tim Gabungan diberi kewenangan untuk melakukan sejumlah tindakan surveillance 

sebagai metode dalam menyidik tindak pidana korupsi. Metode surveillence yang 

dapat digunakan adalah meliputi penyadapan (interception) dan mail interception. 

Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (5) butir c dan d dimana memberikan 

kewenangan terhadap penyidik untuk melakukan penyadapan dalam rangka proses 

penyidikan kasus tindak pidana korupsi serta membuka, memeriksa, menyita surat dan 

kiriman melalui pos, telekomunikasl, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai 

hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Namun dalam PP ini 

tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana tata cara penyadapan dapat dilakukan 

Jaksa Agung merupakan otorltas yang berwenang untuk memberi~an persetujuan 

untuk dapat tldaknya dilakukan penvadapan sekaligus mengawasi pelaksanaannya. 

Meskipun hal Ini tidak diatur secara eksplisit namun dapat dllihat dari struktur 

organisasi dari Tim Gabungan ini. Pasal 5 Avat (1) dan (2) menvatakan bahwa Tim 

Gabungan dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung serta 

rnengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum 

yang tergabung dalam Tim Gabungan. 

(2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penvelenggaraan lasa Telekomunikasi (PP 

Penyelenggaraan Jastel); 

PP Penyelenggaraan Jastel merupakan Peraturan Pemerintah yang dibuat dan 

diundangkan sesuai dengan amanah dari UU Telekomunikasi. Sehingga berkaitan 
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oengan hal-hal teknis yang belum mendapatkan pengaturan secara detil dalam UU 

Tclekomunikasi selanjutnya diperinci dalam PP. Sesuai dengan amanah UU 

Telekomunikasi mengatur mengenai penyadapan dengan lebih jelas mengenai hal 

tersebut. Teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa 

telekomunikasi atas dasar permintaan tertulis dari Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI_ 

dan penyidik diatur dengan memberikan rambu-rambu tata cara permintaan 

penyadapan dan penyerahan hasil penyadapan. 

Permintaan tertulis untuk dilakukan penyadapan kepada penyelenggara jasa 

telekomunikasi harus memuat secara terperinci mengenai obyek dan masa 

penyadapan serta periode waktu taporan hasil penyadapan.28 Permintaan tersebut 

harus sudah dipenuhi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam waktu paling 

-
lambat lx24 jam.29 Hasil penyadapan ini nantinya disampaikan secara rahasia kepada 

Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian dan atau Penyidik.30 

(3) Permenkomlnfo No. 11 Tahun Z006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap 

Informasi 

Dalam Permenkomlnfo ini diatur ketentuan mengenai mekanisme dan teknis 

penyadapan terhadap informasi secara sah yang dilakukan untuk keperluan proses 

pcradilan pldana. 

2B Lihat Pasal 89 ayat (I) 
2!1 Lihat Pasal89 ayat (2), (3) dan (4) 
)(I Lihat Pasa189 ayat (5) 
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Berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Permenkominfo, setelah 

mendapatkan ijin tertulis oleh otoritas yang diberikan kewenangan sebagaimana yang 

ditetapkan oleh UU, maka penyidik mengir'lmkan identifikasi sasaran kepada 

penyelenggara jasa telekomunikasi. Identifikasi sasaran tersebut dilakukan secara 

elektronis namun dimungkinkan untuk dilakukan secara non-elektronis apabila tidak 

tersedia sarana elektronis. Adapun mekanisme pelaksanaan penyadapan harus 

didasarkan pada Standard Operational Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh internal 

institusi aparat penegak hukum dan wajib diberitahukan kepada Dirjen Kominfo. 

Ditegaskan pula setiap pelaksanan penyadapan penyidik wajib bekerjasama 

dengan penyelenggara telekomunikasi dengan dibawah kendali dari aparat penegak 

hukum. Namun penyadapan tetap dimungkinkan untuk dilakukan secara langsung oleh 

aparat penegak hukum sepanjang hal tersehut sesual dengan SOP yang ada dan tidak 

mengganggu kelancaran telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi. 

Hal yang lebih teknis mengenai alat dan perangkat penyadapan31
, kapasitas 

rekaman yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta yang 

berkaitan dengan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal membantu 

tugas aparat penegak hukum juga diatur dalam Permenkominfo ini. 

Pusat Pemantauan dan Tim Pengawas Untuk menjamin transparansi 

pelaksanaan penyadapan informasi yang sah oleh penegak hukum, maka berdasarkan 

31 Alat dan perangkat penyadapan lerdiri dari penmgkat antar muka (interface). pusat pemantauan 
(monitoring center), transmisi penghubung (link tmnsmission). Konligurasi dari alai alau perangkat 
penyadapan tersebm disesuaikan dengan standar inlernasional yang berlaku yaitu European 
Tele<;omunication Standar InstutUie (ETSl) atau Communication Assistance for Law Enforcement Act 
(CAlEA) 
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Permenkominfo dibentuk tim pengawas yang terdiri dari unsur Dirjen, aparat penegak 

hukum dan penyelenggara telekomunikasi. Selain itu Pusat Pemantauan juga 

p.enyadapan juga diadakan sebagai gerbang komunikasi dari aparat penegak hukum 

yang melakukan penyadapan. 

Kerahasiaan dari hasil penyadapan informasi juga menjadi ruang lingkup dalam 

pengaturan didalam Permenkominfo. Informasi yang diperoleh dari hasiJ penyadapan 

yang sah bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan oleh aparat penegak hukum 

untuk mengungkap suatu tindak pidana, Karena bersifat rahasi dan terbatas 

peruntukkannya maka penegak hukum, penyelenggara telekomunikasi dilarang untuk 

menjual, memperdagangkan, mengalihakan, mentransfed dan/atau menyebarkannya 

secara lisan maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak mana pun. 

5.2 Anolisls Atu",n Penyodapan di Indonesia 

Penggunaan teknik penyadapan sebagai metode dalam penyidikan in', sangat 

membantu dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. Meskipun rekaman hasil 

penyadapan tidak serta Merta dapat menjadi alat bukti hukum, namun informasi pada 

rekaman hasil penyadapan terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti 

menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. 

Komisi McDonald memberikan dan mengusulkan suatu kerangka kerja dan asas­

asas yang bermanfaat untuk pemantauan dalam pelaksanaan wewenang khusus dari 

pelaksanaan pemantauan (surveillance) dimana meliputi wewenang penyadapan 
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didalamnya, yaitu diantaranya aspek penegakan hukum, proporsionalitas, 

pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Sebagaimana kerangka kerja yang diajukan oleh komisi Me.Donald, dalam aspek 

penegakan hukum yang berlandaskan pada asas supremasi hukum maka wewenang 

tertentu harus berlandaskan hukum. Rujukan hukum khusus dibutuhkan, misalnya 

dalam penyadapan telepon atau penyadapan lainnya. UU tersebut harus jelas 

mengatur alasan·alasan penggunaan wewenang khusus, orang-orang yang menjadi 

sasaran, eara·cara yang dapat diterapkan, dan masa berlakunya cara tersebut dapat 

digunakan. 

Ketentuan proporsionalitas memiliki tiga aspek, yaitu keberadaan hubungan 

yang rasianal antara tindakan yang diambil dan tujuannya, kerusakan minimum atas 

hak dan kebebasan serta keseimbangan memadai antara dampak-dampak dari 

membatasi tindakan dan tujuan legislatif, Konvensi HAM Eropa menggunakan prinsip 

proporsionalitas sebagai alat intepretasi yang dirancang untuk membatasi kekuasaan 

otoritas·otoritas negara dan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar 

terhadap otonomi individu. 32 

Pengendalian untuk meneegah penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini berupa 

pengawasan terhadap penyalahgunaan dari wewenang khusus yang diberikan, 

Pengawasan tersebut dilakukan untuk proses pemberian izin untuk penggunaan 

wewenang khusus, penggunaan atas hasil yang diperoleh dari penggunaan wewenang 

12 Leigh, lan, Born,Hans. Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari 
Pengawnsan Intelijen, 
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tersebut serta pemulihan bagi individu yang menjadi korban dari penyalahgunaan 

pelaksanaan wewenang khusus tersebut. 

Batasan-batasan dan kerangka kerja sebagaimana diajukan oleh Komi.si Mc. 

Donald ini dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana seharusnya sebuah aturan 

mengenai penyadapan untuk kepentingan proses peradilan atau untuk kepentingan 

penegakan hukum. Sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan penegakan 

hukum dan perlindungan terhadap hak privasi warga negara. Keseimbangan ini 

diperlukan karena sesungguhnya penyadapan terhadap komunikasi dan informasi 

sesungguhnya telah memasuki dan "menyerang" hak privasi warga negara. 

Karena pada dasarnya penyadapan ini dapat mengancam terlanggarnya hak 

asasi warga negara utamanya hak privasi, maka penggunaannya harus senantiasa 

dilakukan secara hati-hati agar tidak disalahguilakan dan terjadi kesewenang­

wenangan oleh aparat penegak hukum. Sehingga pembatasan-pembatasan atas 

prosedur dan kewenangan penyadapan mutlak diperlukan. Pembatasan dan prosedur 

tersebut harus tertuang dan diatur dalam sebuah Undang-undang. 

Untuk menjaga kesimbangan antara memberikan perlindungan terhadap hak 

privasi warga negara, mencegah dari kesewenang-wenangan dari aparat penegak 

hukum serta terpenuhinya kepentingan penegakan hukum, maka UU yang mengatur 

mengenai wewenang khusus seperti wewenang untuk melakukan penyadapan ini 

harus bersifat komprehensif. 

Berdasarkan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penyadapan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk kepentingan 
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pcnyidikan dalam kasus-kasus pidana, telah ditemukan bahwa terdapat perbedaan 

prinsip antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain. Dari 

data perbandingan peraturan perundangan-tmdangan yang mengatur mengenai 

penyadapan (Tabel 3) jelas terlihat bahwa pengaturan mengenai penyadapan yang 

tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan tersebut mengatur mekanisme 

dan tata cara yang berbeda-beda serta tidak komprehensifnya aturan mengenai 

penyadapan. 

Dalam hal pengaturan mengenai otorita5 yang berhak memberikan ilin dan 

perintah untuk dapat dilakukannya penyadapan, maka sebagaimana diatur dalam UU 

I<PI<, penyidik KPK diperbolehkan untuk melakukan penyadapan telepon dan 

perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa 

pengawasan dari sidpa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu. Dalam hal ini berarti 

bahwa tidak ada pengawasan vertikal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan 

telepon dan perekaman pembicaraan. Hal ini menjadi berbeda jika dibandingkan 

dengan UU Anti Terorisme, UU Narkotika, UU PTPPO yang membolehkan penyidik 

menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas ilin atau perintah tertulis 

Jari ketua pengadilan negeri. Di sini ada pengawasan horizontal terhadap penyidik 

dalam melakukan penyadapan telepcn dan perekaman pembicaraan. 

Perbedaan juga terdapat pada UU PSikotropika dan UU Telekomunikasi 

mengenai hal Ini, dimana Kepala Polri yang memiliki otoritas untuk memberikan ilin 

kepada penyidik atas penyadapan. Sedangkan pada UU TeJekomunikasi, izin dan 

perintah berada pada otoritas Jaksa Agung dan atau Kepala Polisi RI. Dari beberapa 
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aturan tersebut nampak ada perbedaan yaitu ada beberapa otoritas yang memberikan 

izin atau perintah dapat tidaknya dilakukan penyadapan yaitu : Jaksa Agung, Kepala 

Parisi, dan KeHla Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pihak, mana yang 

seharusnya memiliki otoritas dalam memberikan izin atau perintah melakukan 

pC!nyadapan, Narendra Jatna 33berpendapat jika menggunakan logika hukum beraeara 

maka seharusnya otoritas tersebut berada pad a Jaksa Agung. 

Adapun mengenai jangka waktu diperbolehkannya dipergunakan teknik 

penyadapan juga berbeda·beda, disamping itu juga tidak semua perundang·undangan 

tersebut memberikan batasan mengenai jangka waktu. Jangka waktu selama 30 nari 

berdasarkan UU Psikotropika, dan 3 bulan atau perpanjangan selama 1><3 bulan 

berdasarkan UU Narkotika. Sedangkan UU Anti Terorisme dan UU PTIPO sama-sama 

memberikan jangka waktu selama 1 (salO) tahun untuk dapat mempergunakan teknik 

penyadapan dalam penyidlkan. 

Aturan perundang-undangan yang ada tidak merumuskan batasan dan syarat 

dari diperbolehkannya penggunaan teknik penyadapan tersebut. Apakah penyadapan 

r!an perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang 

berarti banwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan 

alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembiearaan itu sudah dapat 

dilakukan untuk meneari bukti permulaan yang cUkup. Rumusan mengenai hal ini, 

seharusnya diatur dalam aturan mengenai penyadapan. Namun hampir selurun 

33 Narendra Jatna S.H.,LL.M adnlah akademisi dari Universitas Indonesia ahli dalam bidang hukum 
pidnna, Tim Perumus RUU KUHAP. Wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan pada tanggal 
21 Juli 201 I. 
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peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengaturnya. Rumusan mengenai hal 

terse but, hanya dapat ditemukan dalam UU Anti Terorisme, meskipun tidak diperinci 

secara jeJas, disebutkan daJam UU Anti terorisme, bahwa berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup penyidik berhak menyadap pembicaraan melaJui telepon atau 

alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan 

melakukan tindak pidana terorisme. 

Walaupun teJah diatur dalam berbagai peraturan, kewenangan penyadapan di 

Indonesia sebenarnya jauh dari standar yang memadai dalam hal melindungi HAM 

terkait hak privasi dalam penegakan hukum. Dalam pasaJ 31 ayat (1) UU ITE hanya 

diatur bahwa,"Yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adaJah kegiatan 

untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau 

mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak 

bersifat publik. Bunyi penjelasan tersebut menegaskan bahwa kegiatan penyadapan 

yang dilarang itu adalah jika ditujukan bukan untuk kepentingan publik atau ditujukan 

untuk kepentingan pribadi atau perseorangan. Penjelasan tersebut mengandung 

makna bahwa kegiatan penyadapan oleh penegak hukum untuk kepentingan 

penegakan hukum (bersifat publik) tidak dilarang. 

Jika dilihat dari ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan 

yang jelas mengenai mekanisme komplain bagi seseorang yang merasa terlanggar hak 

privasinya atas penyadapan yang tidak sail belum diatur dalam perundangan yang 

memberikan kewenangan penyadapan terhadap aparat penegak hukum. 
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I<epastian hukum melalui aturan yang jelas tetap diperlukan meskipun peluang 

untuk mengajukan keberatan atas tindakan penyadapan oleh penyidik bisa dilakukan 

melalui prosedur pra peradilan, sebagaimana dikemukakan oleh Didik Endro 

Purwoleksono (Yuridika, 2005) bahwa mengingat masaJah tindakan penyadapan 

dilakukan oleh penyidik, memang tidak rnenutup kemungkinan jika pihak yang 

dirugikan ingin mengajukan keberatan, dapat mengajukan permohonan praperadilan. 

Hal ioi sesuai dengan hakikat praperadilan itu sendiri merupakan segala upaya yang 

dapat dilakukan oleh tersangka terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum yang 

perkaranya belum dilimpahkan ke pengadiJan. Makna tindakan penyadapan, dapat 

dikatakan memperluas makna "tindakan lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat 

(1) KUHAP, 

Mengenai pertanggungjawaban maupun audit terhadap pelaksanaan 

penggunaan kewenangan penyadapan ini, UU yang berkaitan dengan aturan 

penyadapan tldak mengaturnya sama sekali padahal rumusan mengenai mekanisme 

pertanggungjawaban dan audit sangat diperlukan untuk mengevaluasi apakah 

pelaksanaan penyadapan telah berjaJan sesuai dengan aturan hukum ataukah tidak. 

Sehingga dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan terjadinya kesewenang-wenangan 

atas pelaksanaan penyadapan. 

Untuk memudahkan dalam memahami sejauh mana kekurangan-kekurangan! 

ketidaklengkapan aturan mengenai penyadapan dalam UU serta adanya perbedaan­

perbedaan prinsip dalam pengaturan penyadapan yang tesebar dalam beberapa aturan 
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perundang-undangan maka dapat dilihat dalam Tabel 3 yang menyajikan perbandingan 

mengenai materi aturan penyadapan yang terdapat dalam sejumlah undang-undang 

(UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Perm en) 
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Tabel 3. Perbandlngan Pengaturan mengenal Penvadapan dalam Peraturan Perur.dang*undangan 

KUHP UU uu uu uu uu uu uu uu pp rom pp PermflnKo'n 

Psikolro Telekom Narkotika Gabungan Telekomu Info 

TIplkot ... KPK ITE PTPPO 
pika unikasi Pemberant nlkasi 

Tel'Olisme .,," 
Korupsi 

--
langka TIdak 30 harl Tidak Tidak 1 lahun TIdak TIdak 1 lahun 3 bulan Tidak Tidak Tidak 

Waktu diatul diatur diatur diattJr dialur dapat diatur diatur diatur 

diperpan 

jang lx3 

bulan 

Wewenang Tidak Penvldl Penvidik Tidak Penyidik KPK Tidak Penyidi Penvidik Penyidik Tldak Tldak 

diatur k polisi diatur diatur k Polisi, diatur dlatur 

(tim 
negara dan BNN 

gabungan) 

Otorltas Tidak Kepala Tidak Jaksa Perintah TIdak Perinta Perintah Perintah Permlnta 

pemberi iiI:in diatur Polrl diatur Agung Ketua diatur h tertuljs atau izln '" d.n 
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d.n Pengadila tertulis Ketua dad Jaksa Jaksa 

atau n ketua Pena:adil Agung Agung, 

Kepala pengadi .n Kepala 

Polisi RI I.n Kepollsia 

n 

RI,Penyl 

dik 

Tujuan/alasa Tidak Tidak Kepentlng Pelaksa Tidak Tidak Kepentin Kepenting 

n diatur dlatur .n nsan diatur diatur g.n .n 

penyiclika tvgas Penyidik penyldlka 

n penyell .n n 

dikan,p 

enyidlka 

n, 

penunt 

utan 

Syarat Tidak Tidak Tidak Tidak Talah Tida:k Tidak Telah Tidak Tidak 

~ ~ 
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diatur diatur diatur i diatur memiliki diatur diatur memilik diatur diatur I I I 
permulaa ; 

n bukti permula 

yang an buktl 

cukup yang 

cukup 

PertanggungJ TIdak TIdak Tidak Tidak Atasan Tldak Tidak Tidak Tidak Jaksa Tldak Tldak 

awan/pelapo diatur diatur diatur diatur penyidik diatur diatur diatur diatur Agung diatur diatur 

<an 

Mekanisme& TIdak Tidak Tidak Tidak Tidak TIdak Tidak Tidak Tldak Dlatur Iliatur Diatur 

Teknls diatur diatur diatur diatur dlatur diatur dlatur dlatur diatur 

Penyadapan 

Prosedur Tidak Tidak TIdak Tldak Tidak Tldak Tidak Tidak Tidak Dlatur Diatur Diatur 

Permohonan diatur diatur diatur diatur diatur diatur dlatur dlatur diatur 

penyadapan 

--
Jenl5"-Jenls Diatur Tidak Tidak diatur Tidak Tidak diatur Tidak Tldak Tidak Tldak Tldak 

Perbuatan diatur diatur diatur diatur diatur diatur diatur diatur 
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Berkaitan dengan pemberantasan korupsi. maka UU yang relevan dalam hal ini adalah 

U KPK dan UU Tipikor. Kedua UU tersebut sama-sama mengatur mengenai penyadapan. 

Ke uanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan teknik penyadapan 

dal m proses penyidikan tindak pidana korupsi. 

Selain rumusan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan 

pe yadapan, tidak dirumuskan hal-hal lain yang sangat penting untuk dirumuskan dalam UU 

be aitan dengan kewenangan khusus bagi aparat hukum untuk menggunakan teknik 

pe yadapan dalam proses penegakan hukum. 

Beberapa aspek yang sangat penting dan harus diatur secara jelas adalah mengenai: 

we enang untuk melakukan, otoritas yang memerintah atau meminta penyadapan atau yang 

me beri izin, tujuan penyadapan secara spesifik, kategori subyek hukum yang diberi wewenang 

me yadap, pengawasan dan penggunaan hasiJ penyadapan. Namun sejumlah aspek penting itu 

tid dirumuskan sarna sekali didalam UU KPK dan UU Tipikor. 

Berdasarkan analisis diatas aturan khusus dalam bentuk UU mengenai penyadapan 

san at dibutuhkan, namun yang masih perlu dicermati lagi adalah apakah dalam bentuk UU saja 

ata kah Peraturan Pemerintah (PP) masih juga diperlukan. 

Jika dikaitkan dengan Putusan MK No.5/PUU-VIIJ/2010, maka penyadapan tidak boleh 

diat r dalam aturan perundang-undangan setingkat PP. Namun putusan ini perlu dicermati lagl 

bah asanya PP mengenai penyadapan tetap diperlukan mengingat dalam penyadapan terdapat 

hal- al teknis operasional yang berkaitan dengan teknologi. Mengingat perkembangan teknologi 

van begitu cepat sehingga perubahan-perubahan mengenai hal-hal yang teknikal untuk 

me ikuti perkembangan teknologi sangat dimungkinkan seringkali terjadi. Dengan kondisi 

ters but maka tidak mungkin hal yang berkaitan dengan prosedur yang bersifat teknikal diatur 

dala sebuah UU. Sehingga dalam hal ini baik UU maupun PP mengenai penyadapan keduanya 
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sa a-sarna dibutuhkan keberadaanya dalam rangka memberikan perlindungan yang 

ko prehensif terhadap hak privasi warga negara. 

5.3 Standar Pelaksanaan Kewenangan Penyadapan oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana 

Ko psi 

Oalam tindak pidana korupsi setidaknya terdapat tiga lembaga yang berwenang 

me angani penyidikan, valtu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. KPK dalam menjalankan 

ke enangan penvadapan mengacu pada UU KPK, UU Telekomunikasi, UU !TE, KUHAP, 

Ket ntuan-Ketentuan ETSI serta Putusan MK No.5/PUU-VII1/2010. Seperti telah dijelaskan 

dal m sub bab sebelumnya kedua undang-undang tersebut tidak mengatur secara detail. Aturan 

van lebih detil mengenai penyadapan kemudian dapat dilihat dalam Permenkominfo No. 

11/ ER/M.KOMINFO/020/2006 tentang Informasi yang Diperoleh Melalui Penyadapan Bersifat 

Rah sia. 

Dari hasil wawancara dengan Tim 81ro Hukum KPK, dijelaskan bahwa meskipun UU KPK 

tid a memberikan rumusan yang detil namun proses penyadapan di KPK dilakukan dengan 

cuk p ketat, dimana dldasarkan pada Standard Operating Procedure (SOP). Berdasarkan SOP 

ma setiap permintaan penyadapan informasl dlsampaikan kepada pimpinan KPK, kemudian 

pim in an yang menerima permintaan tersebut akan memutuskan apakah penyadapan dilakukan 

ata tidak. Setiap permohonan disertai dengan jangka waktu, alasan atau pertimbangan 

me apa penyadapan dilakukan serta hasil yang diharapkan dari penyadapan lnformasi. 

Sed ngkan untuk peralatan/operasional penyadapan serta SOP yang diterapkan mengacu pada 

stan ar European Telecommunication Standard Institute (ETSI). 

Sebagai bentuk akuntabilitas darl pelaksanaan penyadapan, setiap tahun pelaksanaan 

pen adapan oleh KPK diaudit oleh tim khusus. Dari hasil audit dinyatakan bahwa penyadapan 

sud h sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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Saat ini telah ada ada sebuah komite pengawas yang terdiri dari unsur KPK, Depkominfo 

da pihak operator telekomunikasi. Kewenangan pengawasan dilaksanakan berdasarkan 

Pe enkominfo No.ll/PER/M.KOMINFOj020/2006. tugas komite pen..:awas ini adalah 

me akukan pengawasan agar penyadapan berjalan sesuai dengan aturan hukum dengan 

me akukan audit terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan KPK. 

Namun kelemahan yang ada adalah kewenangan dari komite pengawas ini hanya sebatas 

pa a saat pelaksanaan penyadapan tersebut telah dilakukan. Dengan kata lain kewenangan 

ko ite pengawas meliputi pad a saat rencana penyadapan diajukan untuk pertama kali. 

Per etujuan pelaksanaan penyadapan didasarkan pada SOP dan mekanisme internal yang 

ber aku di lembaga yang bersangkutan. 

Untuk lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, prosedur penyadapan juga diatur melalui SOP 

int rnal dari kedua lembaga tersebut, namun sayangnya peneliti tidak dapat memperoleh 

inf masi mengenai bagaimana prosedur dan standar penyadapan tersebut dilaksanakan. Hal ini 

dik renakan dianggap sebagai rahasia internal dari lembaga yang bersangkutan. 

5.4 erbandingan Negara·negara dalam Mengatur Penyadapan dan Perlindungan Privasl 

arga Negara 

Agar proses penegakan hukum memperoleh legitimasi dan akuntabel seharunya proses 

ters but dijalankan dengan teup mempertahankan due process law. Karena itu dalam kaitannya 

den an pengaturan dan pelaksanaan kewenangan penyadapan untuk kepentingan proses 

pen idikan dalam kasus-kasus tindak pidana oleh penegak hukum harus tetap menjaga dan 

me pertahankan perlindungan privasi warga serta menjamin bahwa kewenangan tersebut 

tida dijalankan secara sewenang·wenang. 

Dengan demikian praktik negara manakah yang dapat dijadikan sebagai acuan best 

pro tises mengenai aturan penyadapan di negaranya. Apakah negara-negara yang sistem 
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de okrasinya telah berjalan secara mapan belum dapat mencapai kondisi yang ideal berkaltan 

den an perlindungan terhadap hak privasi disatu sisi dan proses penegakan hukum yang 

ber asar pada due process law disisi lain. Beberapa cootoh negara seperti negara-negara di 

ka asan Uni Eropa dan Amerika Serikat disajikan dalam penelitian ini untuk dijadikan sebagai 

bah n perbandingan dan lesson learnt dalam pengaturan penyadapan. 

1. elanda 

Oi Belanda penyadapan informasi diatur didalam Undang·undang hukum acara pidana. 

Oi asukkannya aturan mengenai penyadapan dalam KUHAP Belanda merupakan bagian dari 

ref rmasi hukum acara pldana dl Belanda. Perkembangan teknologi serta hasil penyelidikan 

Pa em en Belanda terhadap metode investigasi yang diterapkan oleh polisi merupakan dua dari 

.sej mlah alasan dilakukannya reformasi KUHAP Belanda. 

Parlemen menemukan sejumlah fakta bahwa metode investigasi yang dijalankan selama 

-ini urang/lemah dari pengawasan, tidak ada standart hukum yang diterapkan oJeh polisi dalam 

m njalankan metode investigasl. Maka kemudian diundangkanlah (Special Powers of 

In stlgation Act/Wet Bljlondere Opsporingsbevoegdhedhen selanjutnya disingkat Wet BOB). 

Penyadapan informasi diatur dalam Wet BOB sebagai bagian dari kewenangan khusus 

ba i polisi dalam melakukan investigasi kasus-kasus pidana. Selanjutnya beberapa substansi dari 

a endemen terhadap kitab hukum acara pidana dikaitkan dengan substansi dari Wet BOB ini. 

U dang·undang ini bertujuan untuk memberikan standar dan mengembangkan metode dalam 

m ngatur investigasi kasus-kasus pidana. Penegak hukum (polisi) diberi kewenangan meJakukan 

in estigasi dengan cara under cover (penyamaran) dan surveillance (pengamatan/pengawasan) 

ya g meliputi perekaman komunikasi (telecommunication recording dan investigating 

te ecomunication) . Kewenangan melakukan penyadapan yang digunakan sebagai metode 

in estigasi mensyaratkan adanya perintah dari pengadilan mengenai boJeh tidaknya dilakukan 

p nyadapan oleh polisi serta dlgunakan untuk menginvestigasi kejahatan-kejahatan serius 
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.,'~'j IClta (serious crime). Pelaksanaan kewenangan khusus juga berada dalam kontrol atau 

jJ":l eawasan Pengadilan. 

2. Inggris 

Undang-undang Penyadapan Komunikasi Tahun 1985 (fnterception Communication 

Ac oj 1985) mengatur mengenai batasan-batasan dilakukannya pengawasan terhadap 

ko unikasi (surveillance of communication). Polisi dapat melakukan penyadapan dengan syarat 

tel lh memperoleh surat izin/perintah yang ditanda tangani oleh Home Secretary34, sedangkan 

un uk penyadapan komunikasi dengan tujuan melindungi kemanan nasional dilakukan atas ijin 

Ja i Kementrian luar Negeri. Oi tahun 1997 UU mengenai Penyadapan Komunikasi tersbeut 

di mendemen, dan hasil dari amandemen tersebut memperbolehkan dilakukannya penyadapan 

-tel -'pon rumah atas seijin Polisi Komisioner. 

Jika ditelusurl dalam konstitusinya UK tidak memiliki pengakuan terhadap adanya 

tc hadap hak atas privasl bagi setiap individu1 namun pada akhirnya pemerintah UK turut 

m nandatangani Konvensi Uni Eropa mengenai Hak Privasi sehingga terikat pada ketentuan-

!<e entuan dalam konvensi tersebut. Pada tahun 1998 UK merevisi UU mengenai Data 

Pr tection yang telah ada pada Tahun 1984, untuk disesuasikan dengan syarat-syarat yang 

tc dapat dalam Konvensi Uni Eropa. 

UU mengenai Perlindungan terhadap Data (Data Protection) memperboJehkan 

d gan memberikan batasan-batasan perekaman yang dilakukan oleh agen pemerintah maupun 

s asta. Batasan penggunaan atas informasi pribadi, akses untuk merekam data dan 

m ndaftarkannya pada Komisi Perlindungan Data (Data Protection Commisioner). Berdasarkan 
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UU ini Kornisi Perlindungan Data menjadi komisi independen yang menjalankan UU 

Pcr indungan Data. 

3. Amerika Serikat 

Penyadapan telepon serta komunikasi o~al dan elektronik untuk kepentingan penyidikan 

ata investigasi kasus-kasus pidana diatur dalam Omnibus Safe Street and Crime Control Act 

19 7. Dipersyaratkan bahwa, pelaksanaan kewenangan tersebut harus mendapatkan perintah 

ata izin dari Pengadilan. 

Sedangkan untuk pengawasan dan penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan 

ke manan nasional diatur dalam UU tersendiri yaitu Foreign Intelligence Surveillance Act. 

Beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut selaian mengenai penvadapan namun juga 

m iputi beberapa hal khusus yang berkaitan dengan informasi diatas diataranva mencakup 

pe ihal yang khusus mengenai informasi, vaitu catatan/rekaman keuangan, catatan/rekaman 

pe didikan, catatan/rekaman telepon. 

Dalam amandemen terhadap UU tersebut diatas terdapat aturan yang cukup 

ko troversial vaitu mewajibakan perusahaan komunikasi (telepon) untuk mendesain ulang 

pe alatan telekomunikasi yang diproduksinya sehlngga dapat memfasilitasi pelaksanaan 

su eillance (termasuk penyadapan). Dengan adanya aturan penyadapan tersebut, tercatat 

pe ggunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan, pada tahun 1997 saja terdapat 1186 

pe intah dari pengadilan untuk dilakukannya penyadapan dengan tujuan kepentingan 

pe yidikan kasus pldana dan 749 perintah penyadapan untuk kepentingan keamanan nasional. 

Tabel 4 Petbandlngan Pengaturan Penvadapan Informasl dl Belanda, Inuris dan Amerika 
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N ModeJ Aturan Belanda Amerika Inggris 

Penyadapan 

l. Regul~sj Diatur dalam UU Diatur dalam UU Diatur dalam UU 

IHukum Acara a. Untuk a. Untuk 

Pidana) kepentingan kepentingan 

penyidikan penyidikan 

kasus pidana kasus pidana 

b. Untuk b. Untuk 

kepentingan kepentingan 

keamanan keamanan 

nasional nasional 

2 Otorita5 Pengadilan Pengadilan a. Home 

Pemberllzin Secretary 

b. Kementrian 

luar Negeri: 

untuk 

penyadapan 

kepentingan 

keamanan 

nasional 

c. Polisi 

Komisioner : 

untuk 

penyadapan 
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telepon rumah 

3 Pengawasan Pengadilan Pengadilan Komisl Perlindungan 

Data 

4 Wewenang Penyidik jPolisi Polisi dan Intelijen Polisi 

-
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BAB. VI. 

MODEL KEBIJAKAN PENYADAPAN YANG BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA 

Berdasarkan pada hasil penelusuran yang telah dilakukan pada tahun penelitian 

se elumnya, maka ada beberapa aspek terpilih terkait dengan proses penyadapan yang 

dil kukan oJeh aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. 

As ek-aspek tersebut adalah sebagai berikut: (1) jangka waktu pelaksanaan penyadapan; (2) 

ap rat hukum yang berwenang melakukan penyadapan; (3) otoritas yang berwenang 

m mberikan ijin sekallgus melakukan pengawasan; (4) tujuan dilakukannya penyadapan; (5) 

sy rat untuk bisa dilakukannya penyadapan; (6) tanggung jawab dan pelaporan atas hasil 

sa apan; (7) mekanisme dan teknis penyadapan (8) limitasi hal yang tidak baleh dilakukan dalam 

-
pr ses penyadapan; (9) prosedur permohonan izin penyadapan; dan (10) mekanisme kompJain 

ba I plhak yang merasa dirugikan. Adapun dua hal utama yang menjadi pertimbangan utama 

te pilihnya aspek-aspek tersebut dlatas di satu sisi adalah untuk mendukung perjuangan 

pe egakan hukum anti-korupsi dan di sis! lain tetap berupaya memberikan jaminan yang mutlak 

ke ada perlindungan hak asasi manusia. 

N, 
1. 

Perihal 
Jangka waktu 
pelaksanaan 
penyadapan 

label S. Model kebijakan penyadapan 

Penjelasan 
Jangka waktu 
pelaksanaan 
penyadapan 

Kondlsl saat inl 
1. 30 hari (UU 

Psikotropika. 
2. 1 Tahun (UU Anti 

Terorisme) terhitung sejak 
diberikannya sampai 3. 
dengan berakhirnya 
jangka waktu 
berJakuknya izin. 

1 tahun (UU 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan 
Orang) 

4. 3 bulan dan dapat 
diperpanjang lagi 1 x 3 
bulan (UU Narkotika) 

Rekomendasl 
30 hari dan dapat 
diperpanjang 1x30 
hari. 

59 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Model Kebijakan Penyadapan ... Amira Paripurna, S.H., lL.M



-- -
2. Aparat hukum Kewenangan aparat 1. Penyidik Polri (UU 1. Penyidik (polisi) 

yang berwenang yang dapat Psikotropikal 2. Penyidik KPK 
melakukan melakukan aktifitas 2. Penyidik IUU Tipikor, 3. Intelijen (dalam 

penyadapan Anti Terorisme, UU hal ada 

I Pemberantasan Tindak keterkaitan 
Pidana perdagangan dengan 
Orang) keamanan 

3. KPK IUU Kornsi negara) 
Pemberantasan 
Korupsi) 

4. Penyidik Polisi, dan 
BNN (UU Narkotika) 

5. Penyidik (tim 
gabungan) 

3. Otoritas pemberi Lembaga atau 1. Kepala Polri IUU Pengadilan. 
izin Institusi yang Psikotropika 

berwenang 2. Jaksa Agung dan atau Secara kewenangan 
memberikan izin Kepala Polisi RI (UU administratif, 
terhadap aparat Telekomunikasi institusi pemberi 
penegak hukum 3. Perintah Ketua ilin ini otomatis 
yang akan PengadiJan (UU Anti menjadi institusi 
melakukan aktifitas Terorisme pengawas. 
penyadapan.Secara 4. Perintah tertulis ketua 

- kewenangan pengadilan (UU 
administratif, Pemberantasan Tindak 
institusi pemberi Pidana Perdagangan 
izin ini otomatis Orang 
menjadi institus! 5. Perintah tertulis ketua 
pengawas. pengadilan (UU 

Narkotika) 
6. Perintah atau izin dari 

Jaksa Agung IPP Tim 
Gabungan 
Pemberantasan 
Korupsi) 

7. Permintaan dari Jaksa 
Agung, Kepala 
Kepolisian RI,Penyidik 
IPP Telekomunikasi) 

4. Tujuan/alasan Beberapa alasan 1. Kepentingan 1. Untuk 
atau tujuan yang penyidikan (UU Anti kepentingan 
dapat dimintakan Terorisrne , penyidikan 
kewenangan 2. Pelaksanaan tugas kasus pidana 

penyelidlkan, 2. Untuk 
penyidikan, kepentingan 
penuntutan (UU Kornsi keamanan 
Pemberantasan nasional 
Korupsi) 

3. Kepentingan 
Penyidikan (UU 
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, 
Narkotika) 

I 4. Kepentingan 
! penyidikan (Peraturan 

I Pemerintah Tim 
Gabungan , 
Pemberantasan 

I Korupsi) 

5. Syarat $yarat-syarat Telah memiliki permulaan Telah memiliki 
kondisi dan alasan bukti yang cukup IUU Anti permulaan bukti 
berdasarkan hukum Terorisme; UU yang cukup. 
yang harus dipenuhi Pemberantasan Tindak 
oleh aparat penegak Pidana perdagangan Orang) 
hukum untuk 
melakukan 
penyadapan 

6. Pertanggung- Kepada siapa 1. Atasan penyidik (UU Penyidik Polri, 
jawaban laperan hasil ArUi Terorisme) Penyidik KPK, 
/pelaporan penyadapan harus z. Jaksa Agung IPP Tim Intelijen. 

dilaporkan dan Gabungan 
dipertanggung- Pemberantasan 
jawabkan Korupsi) 
sesaat/segera 
setelah proses 
penyadapan selesai 
dilakukan. 

7. Mekanisme & Prosedure yang Terdapat pengaturan dalam Teknis pelaksanaan 
Teknls harus dipenuhi pp Tim Gabungan harus dilakukan 
Penyadapan dalam pelaksanaan Pemberantasan Korupsi, PP aleh subjek hukum 

penyadapan eleh TeJekomunikasi, yang secara hukum 
aparat penegak PermenKominfo. telah dapat 
hukum kewenangan dan 

dapat di bantu 
secara "formal" 
aleh institusi lain 
seperti perusahaan 
teJekomunikasi 

8. Prosedur Mekanisme Terdapat pengaturan dalam Permohonan izin 
Permohonan pengajuan PP Tim Gabungan diajukan kepada 
penyadapan permohonan izin Pemberantasan Korupsi, PP ketua pengadiJan 

untuk dilakukannya Telekomunikasi. Neger; 
penyadapan eleh PermenKominfo. 
aparat penegak 
hUkum 

9. Jenis-Jenis Batas-batas Terdapat pengaturan dalam 1. Aparat 
Perbuatan yang kewenangan yang KUHP, UU Telekom!Jnikasi, penegak 
dilarang berkaitan dimiliki oleh aparat UU ITE. hukum 
dengan penegak hukum peJaksana 
penyadapan dalam meJakukan penyadapan 

aktifitas hanya boleh 
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penyadapan menggunakan 
materi hasil 
sadap untuk 
keperluan 
penyidikan 

2. Informasi lain 
yang tidak 
terkait dengan 
penyidikan 
harus segera 
dimusnahkan. 

10. Mekanisme Mekanisme 1. Praperadilan -
komplain komplaln bagi apabila perkara 

masyarakat yang Tidak ada pengaturan belum 
merasa dirugikan dilimpahkan ke 
oleh proses Pengadilan 
penyadapan yang 2. Tuntutan 
telah atau sedang Pidana atas 
dilakukan kejahatan 

jabatan 

11. Instrument hukum Bentuk peraturan Masih tersebar dalam Undang-undang 
perundang- berbagai peraturan dan Peraturan 
undangan yang perundang·undangan mulai Pemerintah 
digunakan sebagai setingkat Undang-undang 
payung hukum hingga Peraturan Menteri. -aktifitas 
penyadapan yang 
dilakukan oleh 
aparat penegak 
hukum 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. Kesimpulan 

1. Undang-Undang mengenai penyadapan dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum 

ada pengaturan yang sinkron mengenai penyaclapan sehingga berpotensi merugikan hak 

konstitutional warga negara pada umumnya. 

2. Saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa 

peraturan perundang-undangan dengan mekanisme dan tata cara yang berheda-beda. 

Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaan. 

S. Saran 

1. Perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada 

umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. 

Selain Undang-undang sebagai payung 'hukum utama dari penerapan kewenangan 

penyadapan yang dllakukan oleh aparat penegak hukum, masih pula dibutuhkan 

pengaturan teknis yang lebih detail sekaligus rinci terkait dengan mekanisme dan 

prosedur. Pengaturan yang dimaksud dapat diwadahi dalam sebuah Peraturan 

Pemerintah. 

2. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai 

Penyadapan nanti hendaknya meliputi: (1) jangka waktu pelaksanaan penyadapan; (2) 

aparat hukum yang berwenang melakukan penyadapan; (3) otorltas yang berwenang 

memberikan ijin sekaligus melakukan pengawasan; (4) tujuan dilakukannya penyadapan; 

(5) syarat untuk bisa dilakukannya penyadapan; (6) tanggung jawab dan pelaporan atas 
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hasil sadapan; (7) mekanlsme dan teknls penyadapan (8) limltasl hal yang tldak boleh 

dilakukan dalam proses penyadapan; (9) prosedur permohonan izin penyadapan; dan 

(10) mekanisme komplain bagi pihak yang merasa dirugikan. 
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